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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNI,'R LAMPUNG
NOMOR: G/72- lvt.o7lEtu2u24

TENTANG

PEMBEITTT'KAI| FORUM KOOR.DIITASI PIUPII{A'IT DAERAII
PROVITSI LIIilPUI{G TAIIUI| 2024

GT'BERIIT'R LAMPUNG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (l) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum perlu dibentuk
Forkopimda provin si;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya bedalan
iancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan
menetapkannya dengan keputusan Gubemur I-ampung;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Pertahanan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20O4 tentang Tentara
Nasional Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol2 ter:tang Penanganan

Konflik Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter,tang Pemerintahan
Daerah- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

PenEtapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daeral;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O22 tefiang Forum

Koordinasi PimPinan di Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2Ol2 tentang Badan- 
i.rt"ti.!"" Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 79 Tahun 2O2O;

10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi

Intelijen Negara;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2O11;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
la.mpung Tahun Angg;aran 2O24;

METTIIUSI(4f,:

I(EPTTTUSAI| GI'BERM'R TEI{TAITG PEUBETTTI'XAIT FORUM
I((X)RDII(ASI PIUPtrIAII I'A,ERAH PROVNTSI I,AUPT'ITG
TAHIIIT 2024.
Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas menunjang kelancaran
pelaksanaan urusan pemerin tahan umum.
Untuk membantu kelancaran tugas Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah dibentuk Sekretariat Forum yang bertugas memberikan
dukungan teknis administratif dan teknis operasional dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungiawab
kepada Gubernur LamPung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi I..ampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Balgsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan Kode

Rekening 8.0 1.06. 1.0 1.0006.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi l,ampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
keientuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

2024
Ditetapkan di Telqkbetung
pada tanggal /J-- / -
GT'BERIN'R I,AUPT'ITG,

ARITAL D.'I'I{AIDI
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
;. i;;;;;; r*iai".t6. Politik, Hukum dan Keamanan Rl di Jakarta;

3. lnsp€ktur Provinsi Lampung di Elandar Lampung; 
,4 Kenala Badan pengelolaan-R*."i- a"" nsel o_agran Provinsi Lampung di Telukbetung;

;. ii;il; sittHrk". setda Provinsi Lampung di Telukbetunsr

o. irais"g--""ing AngSota Forum yarg b€rsangkutan'
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LAMPIRAN I

SUSI,'NAN PERSOITALIA r1ORI'U KOORDII|ASI PIUPII|AIT DA.ERAH
PROVTTSI LIITPTTI|G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : C/72-/vr.O7 IHK/2O24
TANGGAL: t/.1--/- 2024

I Ketua

Anggota

Gubemur Lampung

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung

2. Kapolda l,ampung

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

4. Komandan Korem O43/Garuda Hitam

5. Komandan TNI Pangkalan Angkatan [a.ut
Lampung

6. Komandan TNI Iapangan Udara Pangeran
M. Bunyamin

7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung lkrang
8. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah t ampung

GT'BERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI

II
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LAMPIRAN II

SUSUNAJ{ PERSOTALIA SEKRETARIAT TIORI'U K(X)RDINASI PIMPINAI{
DAERAII PROVU(SI I,AUPI'TG TAIIT'IT 2024

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR I Gl 7?1v1.o7lHK/2o24TANGGAL: '/J - /* 2024

I Ketua

Sekretaris

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Provinsi lampung

2. Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM (Fungsional
Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

3. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Perencana Ahli
Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi L,ampung)

4. Kemas Dedy Kurniawan, S.lP (Analis
Pemberdayaan Mayarakat dan Kelembagaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi l.ampung)

GI,IBERI{I'R LAMPUNG,

ARINAL DJUNAID
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III. Anggota


